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ABSTRAK 
Badan Legislasi DPR RI memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPR RI. Hampir 
bisa dikatakan bahwa law centre atau pusat hukum dari DPR RI adalah Badan Legislasi DPR RI. Salah 
satu tugas Badan Legislasi DPR RI adalah “menyiapkan RUU usul DPR berdasarkan program prioritas 
yang telah ditetapkan”. Dengan tugas tersebut maka keberadaan Badan Legislasi sangatlah berperan 
membantu tugas DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi. Perubahan ketentuan dalam UU No. 27 
Tahun 2009 menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 membawa perubahan terhadap pengaturan 
mengani kewenangan dalam mengusulkan Rancangan Undang-undang.Pada norma pengatuan dalam 
Undang-undang No. 27 Tahun 2009 pengajuan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR RI bisa 
diajukan oleh :Anggota DPR RI; Gabungan Anggota DPR RI; Komisi; Badan Legislasi. Sementara itu 
dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 27 
Tahun 2009, pengajuan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR hanya bisa diajukan oleh; 
Anggota DPR RI; Gabungan Anggota DPR RI; dan Komisi. Hal tersebut menunjukan adanya penurunan 
atau degradasi kewenangan yang dimiliki oleh Badan Legislasi, yang semula memiliki kewenangan untuk 
mengajukan rancangan undang-undang (RUU), dalam norma di Undang-undang No. 17 Tahun 2014 
kewenangan tersebut dihapuskan atau dihilangkan. 
 
Kata kunci : kewenangan Badan Legislasi DPR; fungsi Badan Legislasi; Badan Legislasi 
 
PENDAHULUAN 
 
Amandemen Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 
Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan 
yang jelas bahwa DPR memiliki  kekuasan 
membentuk undang-undang. Hal ini sangatlah 
berbeda pada saat sebelum amandemen 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang lebih menempatkan peran 
sentral eksekutif dalam pembentukan udang-
undang.   
 
Pasca reformasi terjadi erosi kewenangan 
legislasi, yang pada mulanya cenderung berada 
di Presiden (executive heavy) menjadi 
kewenangan DPR (legislative heavy). Kontruksi 
ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
tersebut di atas merupakan hasil amandemen 
konstitusi yang memperkuat kembali kekuasaan 
pembentukan undang-undang yang kini berada 
di DPR sebagai lembaga legislatif yang 
sesungguhnya.
1
 
 
Dengan adanya posisi yang demikian inilah, 
maka organ pembentuk, tata cara dan proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan 
menjadi titik sentral dari pembangunan sistem 
hukum nasional.
2
 
 
Badan Legislasi DPR RI memiliki peran 
strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi di 
DPR RI. Hampir bisa dikatakan bahwa law 
centre atau pusat hukum dari DPR RI adalah 
Badan Legislasi DPR RI. 
 
Badan Legislasi DPR RI merupakan alat 
kelengkapan DPR RI yang mempunyai fungsi 
untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan 
Program Legislasi Nasional dan juga untuk 
                                                          
1  A.M. Fatwa dalam Ahmad Yani, Pembentukan 
Undang-undang dan Perda, Rajawali Pers, Jakarta, 
2011, hal. 96 
2  B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal 
Drafting dan Desain Naskah Akademik, Cahaya 
Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 53 
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melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan 
pemantapan konsepsi dalam pembahasan suatu 
rancangan undang-undang dalam lingkungan 
DPR RI. tugas dan fungsi Badan Legislasi yang 
lainnya salah satunya adalah menyusun 
Program Legislasi Nasional, Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen 
perencanaan program pembentukan undang-
undang yang disusun secara berencana, terpadu 
dan sistematis yang memuat daftar RUU yang 
akan dibahas DPR bersama pemerintah dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) 
tahunan.
3
 
 
Selain itu sebelum dilakukannya revisi atas 
Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD dan DPRD, Badan Legislasi 
mempunyai kewenangan untuk mengajukan 
inisiatif pembentukan suatu undang-undang. 
Dalam prakteknya hal ini sangat membantu 
kinerja DPR RI dalam mencapai target legislasi 
yang ditentukan setiap tahunya dalam 
periodesasi tertentu, hal ini secara subtansial 
tentunya juga merupakan bentuk dorongan bagi 
DPR RI dalam melaksanakan fungsi 
legislasinya. 
 
Akan tetapi pasca revisi Undang-undang No. 27 
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 
2014 maka ada salah satu kewenangan 
subtansial dalam Badan Legislasi yang hilang, 
yaitu kewenangan untuk mengajukan usul 
inisiatif perubahan atau Rancangan Undang-
undang. Hal ini tentunya menimbulkan 
implikasi tersendiri yang sedikit banyaknya 
akan berpengaruh pada pelaksanaan fungsi 
legislasi DPR RI. 
 
Makalah sederhana ini berusaha melakukan 
studi komparatif atau perbandingan antara 
norma pengaturan mengenai kewenangan Badan 
Legislasi yang terdapat dalam Undang-undang 
No. 27 Tahun 2009 dengan Undang-undang No. 
17 Tahun 2014. Selain itu makalah ini juga 
berusaha untuk membahas secara sederhana 
mengenai implikasi dari perubahan Undang-
undang Nomor 27 Tahun 2009 terkait dengan 
tugas dan kewenangan Badan Legislasi DPR RI. 
 
PERUMUSAN MASALAH  
 
                                                          
3  Badan Legislasi DPR RI Periode 2009-2014, 
Mekanisme Penyusunan Rancangan Undang-undang 
di Badan Legislasi DPR RI, Baleg DPR RI, 2009,  
Jakarta, hal. 2 
Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka 
terdapat beberapa permasalahan mengenai 
kedudukan Badan Legislasi dalam pelaksanan 
fungsi legislasi di DPR RI pasca revisi Undang-
undang No. 27 Tahun 2009. Permasalahan 
tersebut dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kedudukan Badan Legislasi 
dalam proses pembentukan undang-
undang di DPR RI menurut Undang-
undang No. 27 Tahun 2009? 
2. Bagaimana kedudukan Badan Legislasi 
dalam proses pembentukan undang-
undang di DPR RI menurut ketentuan 
Undang-undang No. 17 Tahun 2014 ? 
3. Bagaimanakah implikasi dari adanya 
perubahan kewenangan Badan 
Legislasi dalam proses pembentukan di 
DPR RI ? 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan studi pustaka. Analisis 
dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptis analitis. Sumber data yang digunakan 
berupa sumber data primer dan sekunder. 
Sumber data primer berasal dari berbagai teks 
berupa buku, jurnal, media cetak dan online 
yang berkaitan dengan tema penelitian. 
Sementara data sekunder diperoleh melalui 
indepth interview dengan responden. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kewenangan Legilasi Badan Legislasi DPR 
RI dalam UU No 27 Tahun 2009 
 
Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia merupakan keniscayaan 
sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa keberadaan DPR RI dalam sistem 
presidensial adalah sebagai sparring patner 
eksekutif dalam rangka mewujudkan 
mekanisme chek and balancing system. 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR 
memiliki beberapa Alat Kelengkapan Dewan. 
Ketentuan mengenai Alat Kelengkapan Dewan 
terdapat dalam Pasal 83 Undang-undang No. 17 
Tahun 2014 tengang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 
alat kelengkapan DPR RI terdiri dari : 
1. Pimpinan 
2. Badan Musyawarah 
3. Komisi 
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4. Badan Legislasi 
5. Badan Kerjasama Antar Parlemen 
6. Mahkamah Kehormatan Dewan 
7. Badan Urusan Rumah Tangga 
8. Panitia Khusus 
9. Alat kelengkapan lain yang diperlukan 
dan dibentuk oleh Rapat Paripurna 
 
Masing-masing dari alat kelengkapan anggota 
dewan tersebut memiliki fungsi dan tugas yang 
diberikan dan diatur oleh Undang-undang No. 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD serta diatur oleh Tata Tertib DPR RI. 
 
Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2009 
kewenangan dan tugas Badan Legislasi diatur 
dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa tugas 
Badan Legislasi DPR RI adalah sebagai berikut 
: 
a. Menyusun rancangan program legislasi 
nasional yang memuat daftar urutan 
daftar prioritas rancangan undang-
undang beserta alasannya untuk 1 
(satu) masa keanggotaan dan untuk 
setiap tahun anggaran di lingkungan 
DPR dengan mempertimbangkan 
masukan dari DPD; 
b. Mengoordinasi penyusunan program 
legislasi nasional antara DPR dan 
Pemerintah; 
c. Menyiapkan rancangan undang-undang 
usul DPR berdasarkan program 
prioritas yang telah ditetapkan; 
d. Melakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
rancangan undang-undang yang 
diajukan anggota, komisi, gabungan 
komisi, atau DPD sebelum rancangan 
undang-undang tersebut disampaikan 
kepada pimpinan DPR; 
e. Memberikan pertimbangan terhadap 
rancangan undang-undang yang 
diajukan oleh anggota, komisi, 
gabungan komisi, atau DPD di luar 
prioritas rancangan undang-undang 
tahun berjalan atau di luar rancangan 
undang-undang yang terdaftar dalam 
program legislasi nasional; 
f. Melakukan pembahasan, pengubahan, 
dan/atau penyempurnaan rancangan 
undang-undang yang secara khusus 
ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 
g. Mengikuti perkembangan dan 
melakukan evaluasi terhadap 
pembahasan materi muatan rancangan 
undang-undang melalui koordinasi 
dengan komisi dan/atau panitia khusus; 
h. Memberikan masukan kepada 
pimpinan DPR atas rancangan undang-
undang usul DPD yang ditugaskan oleh 
Badan Musyawarah; dan 
i. Membuat laporan kinerja dan 
inventarisasi masalah di bidang 
perundang-undangan pada akhir masa 
keanggotaan DPR untuk dapat 
digunakan oleh Badan Legislasi pada 
masa keanggotaan berikutnya. 
 
Berdasarkan ketentuan diatas maka nampak 
dalam ketentuan huruf c yang menyatakan 
bahwa salah satu tugas Badan Legislasi DPR RI 
adalah “Menyiapkan rancangan undang-undang 
usul DPR berdasarkan program prioritas yang 
telah ditetapkan”. Dengan tugas tersebut maka 
keberadaan Badan Legislasi sangatlah berperan 
membantu tugas DPR RI dalam melaksanakan 
fungsi legislasi. 
 
Kemudian ketentuan Pasal 143 Undang-undang 
No. 27 Tahun 2009  pengajuan sebuah 
Rancangan Undang-undang (RUU) yang 
merupaka usul inisiatif DPR RI bisa melalui 
beberapa cara yaitu : 
1. Usulan Anggota DPR RI 
2. Komisi 
3. Gabungan Komisi 
4. Badan Legislasi 
 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas 
maka jelas bahwa kedudukan Badan Legislasi 
DPR RI dalam Undang-undang No. 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
adalah merupakan salah satu inisiator yang 
memiliki hak untuk mengajukan pembahasan 
Rancangan Undang-undang (RUU). 
 
Kewenangan Legislasi Badan Legislasi DPR 
RI dalam UU. 17 Tahun 2014 
 
Undang-undang No. 17 tahun 2014 adalah 
revisi terbaru dari Undang-undang No. 27 
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD. Dalam konsideran menimbangnya 
perubahan tersebut dilakukan atas dasar bahwa 
Undang-undang No. 27 Tahun 2009 normanya 
dinggapa sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan hukum 
masyarakat sehingga perlu diganti. 
 
Dalam kaitanya dengan proses pembentukan 
peraturan perudang-undangan di DPR RI, 
terdapat beberapa perubahan norma yang 
mendasar dalam Undang-undang No. 17 Tahun 
2014, yaitu mengenai revisi Pasal 102 dan Pasal 
143 mengenai kewenangan Badan Legislasi 
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DPR RI dalam mengajukan rancangan undang-
undang (RUU). 
 
Dalam ketentuan Undang-undang No.17 Tahun 
2014 Tugas-tugas Badan Legislasi adalah 
sebagai berikut : 
1. Menyusun rancangan program legislasi 
nasional yang memuat daftar 
urutan  rancangan undang-undang 
beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun 
dan prioritas tahunan di lingkungan 
DPR; 
2. Mengoordinasikan penyusunan 
program legislasi nasional yang 
memuat daftar urutan rancangan 
undang-undang beserta alasannya 
untuk 5 (lima) tahun dan Prioritas 
tahunan antara DPR,  Pemerintah dan 
DPD; 
3. Melakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
rancangan undang-undang yang 
diajukan anggota, komisi, atau 
gabungan komisi,  sebelum rancangan 
undang-undang tersebut disampaikan 
kepada pimpinan DPR; 
4. Memberikan pertimbangan terhadap 
rancangan undang-undang yang 
diajukan oleh anggota, komisi, atau 
gabungan komisi di luar prioritas 
rancangan undang-undang atau di luar 
rancangan undang-undang yang 
terdaftar dalam program legislasi 
nasional; 
5. Melakukan pembahasan, pengubahan, 
dan/atau penyempurnaan rancangan 
undang-undang yang secara khusus 
ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 
6. Melakukan pemantauan dan peninjauan 
terhadap undang-undang 
7. Menyusun, melakukan evaluasi, dan 
menyempurnakan peraturan DPR; 
8. Mengikuti perkembangan dan 
melakukan evaluasi terhadap 
pembahasan materi muatan rancangan 
undang-undang melalui koordinasi 
dengan komisi dan/atau panitia khusus; 
9. Melakukan sosialisasi Prolegnas; dan 
10. Membuat laporan kinerja dan 
inventarisasi masalah di bidang 
perundang-undangan pada akhir masa 
keanggotaan DPR untuk dapat 
digunakan oleh Badan Legislasi pada 
masa keanggotaan berikutnya. 
 
Ketentuan baru mengenai tugas dan wewenang 
Badan Legislasi yang tercantum dalam 
ketentuan Pasal 105 tersebut nampak bahwa ada 
satu kewenangan yang berkurang dari item-item 
tugas dan wewenang Badan Legislasi DPR RI, 
yaitu kewenangan “Menyiapkan rancangan 
undang-undang usul DPR berdasarkan program 
prioritas yang telah ditetapkan”. 
 
Kemudian ketentuan Pasal 164 Undang-undang 
No. 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Usul 
rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 
anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi”. 
Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka 
Rancangan Undang-undang (RUU) inisiatif 
DPR RI hanya bisa di usulkan oleh : 
1. Anggota DPR RI 
2. Komisi 
3. Gabungan Komisi 
 
Sehingga saat ini kewenangan pengujuan 
Rancangan Undang-undang inisiatif DPR RI 
oleh Badan Legislasi tidak dimungkinkan lagi. 
Pengurangan kewenangan tersebut tentunya 
membawa dampak dan pengaruh terhadap 
optimalisasi proses legislasi di DPR RI. 
 
Implikasi Degradasi Kewenangan Legislasi 
Badan Legislasi dalam Pelaksanaan Fungsi 
Legislasi DPR RI 
 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa 
perubahan ketentuan dalam Undang-undang No. 
27 Tahun 2009 menjadi Undang-undang No. 17 
Tahun 2014 membawa perubahan terhadap 
pengaturan mengani kewenangan dalam 
mengusulkan Rancangan Undang-undang. 
 
Pada norma pengatuan dalam Undang-undang 
No. 27 Tahun 2009 pengajuan rancangan 
undang-undang (RUU) inisiatif DPR RI bisa 
diajukan oleh : 
1. Anggota DPR RI 
2. Gabungan Anggota DPR RI 
3. Komisi 
4. Badan Legislasi 
 
Sementara itu dalam Undang-undang No. 17 
Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas 
Undang-undang No. 27 Tahun 2009, pengajuan 
rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR 
hanya bisa diajukan oleh. 
1. Anggota DPR RI 
2. Gabungan Anggota DPR RI 
3. Komisi 
 
Hal tersebut menunjukan adanya penurunan 
atau degradasi kewenangan yang dimiliki oleh 
Badan Legislasi, yang semula memiliki 
kewenangan untuk mengajukan rancangan 
undang-undang (RUU), dalam norma di 
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Undang-undang No. 17 Tahun 2014 
kewenangan tersebut dihapuskan atau 
dihilangkan. 
 
Hilangnnya kewenangan Badan Legislasi untuk 
mengajukan rancangan undang-undang (RUU) 
inisiatif tentunya membawa dampak atau 
pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislatif 
DPR RI. 
 
Implikasi tersebut nampak pada rendahnya 
pencapaian target legislasi pada tahun peratama 
DPR RI periode 2004-2019. Dari 37  rancangan 
undang-undang (RUU) yang merupakan 
rancangan undang-undang (RUU) prioritas 
tahun 2015, hingga April 2015 baru dua 
diselesaikan,
4
 dan itupun pada penghujung 
tahun 2015 hanya bertambah 1 rancangan 
undang-undang (RUU) yaitu RUU Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
memang mau tidak mau harus segera ditetapkan 
secara teratur setiap tahunnya. 
 
Bandingkan dengan pencapaian legislasi DPR 
RI periode 2009-2014 pada tahun pertama masa 
bhaktinya di tahun 2010 yang berhasil 
menyelesaikan 8 (delapan) rancangan undang-
undang menjadi undang-undang.
5
 Hal ini 
menunjukan gradasi atau perbedaan yang cukup 
jauh antara pencapaian legislasi DPR RI periode 
2009-2014 dengan DPR RI periode 2014-2019. 
 
Salah satu permasalahan yang esensial adalah 
bahwa hal tersebut dikarenakan hilangnya 
kewenangan Badan Legislasi dalam 
mengajukan rancangan undang-undang (RUU). 
Hilangnya kewenangan tersebut menyebabkan 
kesempatan untuk menjadi inisiator dalam 
pembentukan undang-undang semakin sedikit. 
 
Selain itu sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa Badan Legislasi merupakan 
pusat hukum (law centre) di DPR RI. maka 
secara kelembagaan sebagai Alat Kelengkapan 
Dewan (AKD), Badan Legislasi adalah Alat 
Kelengkapan Dewan (AKD) yang paling siap 
dalam melaksanakan proses pembentukan 
undang-undang. 
 
Pada periode 2009-2014 Tenaga Ahli yang 
diperbantukan di Badan Legislasi DPR RI 
                                                          
4 Kompas, Prolegnas Bisa Tak Tercapai, Kamis 16 
April 20015, hal. 2 
5 Siti Fikriyah, dkk, Rekapitulasi Daftar RUU yang 
sudah disetujui atau disahkan menjadi UU dalam 
Prolegnas Tahun 2010-2014, Poksi Baleg Fraksi PDI 
Perjuangan DPR RI, 2015, hal. 1 
sebanyak 17 (tujuh belas) Tenaga Ahi yang 
berasal dari para Magister dan Doktor. Pada 
periode 2014-2019 jumlah tersebut berkurang 
menjadi 13 (tiga belas) Tenaga Ahli saja.
6
 
 
Pengurangan jumlah Tenaga Ahli yang 
diperbantukan di Badan Legislasi DPR RI 
tersebut ditengarai terkait adanya degradasi 
pengurangan tugas dan kewenangan Badan 
Legislasi DPR RI. 
 
Padahal seharusnya untuk memaksimalkan dan 
mengoptimalkan fungsi Legislasi DPR RI 
dalam pencapaian target legislasi atau 
pembentukan peraturan perundang-undangan, 
harusnya  Badan Legislasi DPR sebagai pusat 
hukum kelembagaan parlemen diperkuat peran 
dan fungsinya. Sebagaimana yang disampaikan 
oleh Irman Putra Sidin bahwa perlu penguatan 
Badan Legislasi sebagai badan yang melakukan 
constitutional preview agar target Program 
Legislasi Nasional dapat tercapai, Badan 
Legislasi harus diberi otoritas dan fungsi primer 
untuk mengusulkan, membahas, dan menyetujui 
Rancangan Undang-undang (RUU). Dengan 
demikian secara kuantitas, target lebih bisa 
tercapai.
7
 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka berkaitan 
dengan degradasi kewenangan Badan Legislasi 
DPR RI pasca revisi Undang-undang No. 27 
Tahun 2009 menjadi Undang-undang No. 17 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD, maka kiranya dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Kewenangan Badan Legislasi dalam 
kaitannya dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangan adalah 
memiliki kewenangan untuk 
mengajukan usulan rancangan undang-
undang (RUU) inisiatif DPR. Hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 
102 juncto Pasal 143 Undang-undang 
No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD. 
2. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 17 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPDdan DPRD, 
kewenangan Badan Legislasi untuk 
mengajukan rancangan usul rancangan 
                                                          
6 Hasil wawancara dengan Adisty Sitaresmi, Tenaga 
Ahli Badan Legislasi 2009-2014, tanggal 13 
Desember 2015. 
7 Kompas, Loc.Cit. 
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undang-undang  (RUU) inisiatif DPR 
RI dihapuskan, sehingga terdapat 
degradasi kewenangna Badan Legislasi 
DPR RI. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 105 juncto Pasal 164 
Undang-undang No. 17 Tahun 2014. 
3. Degradasai kewenangan Badan 
Legislasi DPR RI dalam pembentukan 
undang-undang sebagai akibat dari 
revisi terhadap kentetuan norma dalam 
Undang-udang No. 27 Tahun 2009 
adalah penurun produktifitas legislasi 
di DPR RI, hal tersebut nampak pada 
perbandingan capaian legislasi DPR RI 
periode 2009-2014 yang mencapai 8 
(delapan) rancangan undang-undang 
(RUU) yang disahkan menjadi 
Undang-undang pada tahun pertama 
masa masa bhaktinya di tahun 2010. 
 
Sementara pada tahun pertama DPR RI periode 
2014-2019 capaian legisalasi hanya sebanyak 3 
(tiga) rancangan undang-undang (RUU) yang 
disahkan menjadi undang-undang.Hal tersebut 
disebabkan antara lain karena : 
a. Hilangnya peluang untuk pengajuan 
rancangan undang-undang (RUU) dari 
DPR yang semula bisa berasal dari 4 
(empat) jalur yaitu 1). Anggota DPR, 
2) Gabungan Anggota DPR, 3). 
Komisi, 4). Badan Legislasi, saat ini 
hanya dimungkinkan diajukan oleh 
Anggota DPR, Gabungan Anggota 
DPR atau Komisi.  
b. Menurunya jumlah Tenaga Ahli yang 
diperbantukan di Badan Legislasi DPR 
RI yang tadinya sebanyak 17 orang 
saat ini hanya 13 orang, sehingga hal 
tersebut menyababkan proses 
pembentukan peraturan perundang-
undangan tidak maksimal.Pengurangan 
tersebut ditengarai terkait perubahan 
norma dalam ketentuan Undang-
undang No. 27 Tahun 2009 menjadi 
Undang-undang No. 17 Tahun 2014. 
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